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bahwa dalam ranghn pelaksansan ketentuan pasal B aval (2)
Mernturan Mentent Apama Nomer 90 Tahun 2013 I.;-ntnnp
Penselengparn Pencluhikan Madrasah, perluy memberbkan i:r.ir;
aperasionnl terhadap Raudhiatul Atfhial Swanstie i lingkungan
hantor Wilavah Kementernian Agaman Provins Sulwweni Utara,
bahwa dalam  rangkin  memnghatkan  akses  pendidikan
madraszah  sang  bermutu, perlu memberknn  kesempatnn
masynrikat  melalul  organisasi berbadan hukum  untuk

menyelenpggarnkan madrasah sesuai dengan standar nasional

pendidikan;
bahwa Raudhatul Atfhal yang tereantum dalam Lampiran

Keputusan ini telnh memenuhi  persvaratan  administratif,

tekmis, dan kelayakan vang telah di tetapkan,
bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimann  dimaksud
dalam huruf a, b, ¢ di atas, perlu menetapkan keputusan

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agnmn Provinsi Sulawesi
Utara tentang Pemberian lzin Operasional Pendinan Raudhatul
Atfhal Mifthahushshuduur Kota Bitung.

Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidkan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesiz
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republil

Indonesia Nomor 4301),
Undang - undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru da

Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20C
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones

Nomor 4586},
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Stand

Nasional Pendidikan (Lembaran Republik Indonesia Tah
2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran WNegara Reput
Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah den
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tent
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Ne
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lemb

Negara Republik Indonesia Nomor 5410);



I ] g
& Peraturan Pemerintah Nomsr 47 Tahun 2008 tentang Wzﬂt
Belojar  Pendidikan - Dasar  [Lembaran  Negara  Eepu

Indanesin Nomor 4863},
5. Peraturan  Pemerintan  Nomor =8 Tahun 2008 tentsng

Pendanann Pendidikan |[Lembaran Negara Republik Indonesin
Tahun 2008 Nomor Nomeor 91, Tambahan Lembaran Negama

Repuhblik Indonesin Namor 48f/4): o
‘b, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 494 1);

7. Peraturan  Pemerintah  Nomor 1|7 Tahun 2010 tentang
Pengelolann  dan  Penvelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23. Tambahan
Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor E_rlﬁﬂj
sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Peraturan atas Peraturan
Pemenntan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan atns
Pengelolaan  dan  Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Menteri Pendiidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007
Tentang Standar  Sarana dan  Prasarana  untuk
Sekolah/Madrmsah Ibtidaiyah, Sekolah Menengan
Pertama/Madrasah  Tsanawiyah dan Sekolah Menengah
Atas/Madrasah Alivah:

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun EDIQ
tentang  Standar  Pelayanan Minimal Pendidikan  di
Kabupaten /Kota Sebagaimana telah di ubah menjadi Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013
tentang perubahan atas Peraturan Menten Pendidikan Nasional
Nomor 15 Tahun 2010 tentang standar Pelayanan Minimal
Pendidikan di Kabupaten/Kota;

10, Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam
pada Sckolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 206) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan
Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengawas dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);

11. Peraturan Menteri agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama
(Berita Negara Republik Indonesin Tahun 2012 Nomor as1y),

12. Peraturan  Menteri  Agama 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan pendidikan Madrasah {Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Menter Agama Noemor 90
Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733),




KETIGA

KEEMPAT

KRELIMA

\
MEMUTU SKAN

KEPUTUSAN  KEPALA RANTOR WILAY AL EE‘.MEHTI‘.‘IHAN
ﬂnﬁa\M.'ﬁ. PROVINST SULAWIRSI UTARA TENTANG PEMEERIAN
IZIN OMERASIONAL PINDURIAN RJ'LLII]'HN'.'\JL
MIFTHALTUSHS! UL R ROTA FHTUING

Memberikan 170 aperastonil penddinian Madranah lerpaida
Roudhntul Altha! sebagatmana peprantuin dhialam Lamplian
vang meripakan haginn bdak terpinahkan dan Kepntusan ini.

Setelah  jangkn waktu tahun, Kepaln Mudrasal YIE
hersanghkutan wajib

a. Menvampaikan luporan perhembangan Raudhntul Atthnl

kepacda Kepunla Rantor Kementerinn Agamu VAR meniunt

paling  sedikit perkembangan jumlah  prseria didik,
pelaksanaan Kurtlaulum, pr_-‘lnkrmnnnn prrnr-nuhnn sinnlnr
garana prosarana dan pelaknunuan pcrnrmnmn atandnr
pendidik dan tenagt kependidikan, dnn{atau

h. Mengajukan pendaftaran visitnsi akteditnsi BAP Paud [RA
kepada BAP pPaud dan PNF senunl keteniuan pernturan
prmmlnngmndnngnn

Dalam hal perkembangan Raudhatul Atfhal sebagumana di
maksud dalam Diktum KEDUA huruf A dinilad memenubi
gtandar pelayanan minimil pcn:.;vlcnggnnmn pendidikan
dan/alau hasil akredilnsi gebapaimana dimui-;m.u'l Ditum
KEDUA huruf b mendapat peringkat minimal C, makd izin
npcmainnal sebagnimana dimaksud dalam Diktum KESATU

tetap berlaku.

Dalam hal perkembangan Raudhatul  Atfhal gehagnimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA puruf a dinilal memenuhi
standar pelayanan minimal pruyu‘lrnpp,nrnnn pendidikan
dan/atau  hasil akreditnsi  sebagaimani dimaksud  Dktum
REDUA puruf b tidak mendapal pcdnp,'l-tn.t minimal €, maka
izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU di cabut.

Keputusan ini mulai berlaku paddn tangeal di tetapkan.

Ditetapkan di - Manndo
Pada Tanggal <13 Jull 2019
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